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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pamaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-

bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip Self Assessment telah sesuai untuk diberlakukan di Indonesia, 

karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan 

kesempatan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 

sendiri melalui beberapa pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Namun dalam hal pemungutan pajak dari Wajib Pajak, 

merupakan wujud dari pengawasan DJP. 

2. Kendala DJP terkait dengan adanya pajak penghasilan dari Youtuber 

adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami 

UU Pajak Penghasilan dan pengimplementasiannya, sehingga upaya yang 

telah dilakukan DJP untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan 

melakukan sosialisasi berupa: 

 pembuatan artikel-artikel oleh Staf Sosial Media Strategis DJP 

khususnya, maupun anggota sub direktorat perpajakan DJP lainnya 

yang membahas mengenai pembentukan, tujuan, serta pentingnya 

pemahaman UU Pajak Penghasilan yang dipublikasikan oleh Seksi 

Pengelolaan Situs Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat DJP di media cetak seperti koran, maupun melalui website 

resmi DJP; 

 pemberian materi mengenai UU Pajak Penghasilan dari Youtuber dan 

penggiat konten dalam sosial media, melalui kantor-kantor wilayah 

pajak di seluruh Indonesia, dengan harapan pemberian materi ini akan 

diteruskan lagi oleh kantor wilayah pajak kepada kantor-kantor pajak di 
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wilayah tersebut dan selanjutnya disosialisasikan kepada para Wajib 

Pajak; dan 

 pertemuan terhadap beberapa Youtuber untuk sosialisasi mengenai 

pentingnya pelaporan Pajak Penghasilan, serta materi dasar yang 

berkenaan tentang Pajak Penghasilan. 

3. Penghasilan Youtuber orang pribadi di Indonesia belum dikenai pajak 

penghasilan  dari Google Asia Pasific, hal ini terbukti bahwa tidak adanya 

bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam invoice 

pembayaran yang diterima oleh Youtuber saat mencairkan uang. Sulitnya 

mengetahui seberapa besar penghasilan Youtuber Indonesia sebenarnya 

karena sumber penghasilan dari seorang Youtuber sendiri dapat diperoleh 

dari berbagai macam sumber yang pastinya tidak diketahui secara pasti 

benar tidaknya. Selain itu, Youtuber memperoleh peghasilan bukan hanya 

dari YouTube saja. Ada beberapa macam penghasilan yang diperoleh dari 

sumber lain seperti brandeals, dan pembicara profesional, namun hal ini 

masih berkaitan dengan pekerjaan utama Youtuber tersebut. 

4. Pengaturan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber 

terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan.Namun, dalam prakteknya pemungutan pajak ini sulit 

diterapkan, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam 

membayar pajak. 

  

B. Saran 

Setelah Penulis meneliti mengenai implikasi dari penerapan UU Pajak 

Penghasilan terhadap prinsip kesederhanaan dalam Self Assessment System, serta 

kendala dan upaya DJP dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, 

menurut Penulis ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam penerapan 

Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber, yakni: 

a. aktivitas yang dilakukan di dalam media sosial sulit untuk diawasi oleh 

pemerintah, sehingga wajib pajak atau pelaku kegiatan dalam media sosial 

perlu meningkatkan kesadaran atas kewajiban perpajakannya. Sehingga, 
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perlu dilakukan sosialisasi dengan cara pemasangan iklan. Pemasangan 

iklan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti iklan layanan 

masyarakat pajak berupa video yang membahas mengenai pentingnya 

melaporkan SPT dengan jujur di televisi, radio, maupun media sosial yang 

banyak digunakan oleh Wajib Pajak, seperti melalui instagram ataupun 

YouTube. Pemasangan iklan layanan masyarakat pajak tersebut dapat juga 

dibuat berupa gambar yang dipasang pada spanduk, baliho, maupun papan 

reklame yang dipasang di setiap kantor pajak dan di sepanjang jalan. 

Sosialisasi dengan cara-cara tersebut dapat dilakukan agar Youtuber pada 

khususnya, lebih terpacu untuk melaporkan SPT-nya dengan jujur; 

b. Pada lingkungan DJP bisa merevisi atau membuat aturan yang lebih 

mutakhir, untuk mewadahi para penggiat konten di sosial media. Karena 

perkembangannya yang cepat, sehingga peraturan yang baru belum 

mampu merumuskannya dengan spesifik. 

c. Youtuber di Indonesia harus diberi sosialisai perpajakan agar melaporkan 

semua jenis penghasilan yang didapatkannya terutama yang berkaitan 

tentang YouTube. Apabila DJP dapat mengenakan pajak kepada sebagian 

besar Youtuber di Indonesia maka potensi pajak yang tergali akan lebih 

efektif. 
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